NOMOR 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

2006 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN GARUT TAHUN 2006-2009

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

Menimbang

Mengingat

o

BUPATI GARUT,

bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan
efektif, efesien dan bersasaran sehingga terjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006 - 2009;

bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPIJMD sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahuan 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPIJMD)
KABUPATEN GARUT TAHUN 2006-2009.

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf

